QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk kelancaran dalam rangka menyedeakgn penertiban dan
pemeliharaan ternak dalam Kabupaten Pidie, dipapnganlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie N@thdahun 2002
tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabo@idie;

bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah édbo Pidie

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persetujuan Qanun ngnfnggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 besem@ifaanya dan

Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Rafieor 32 Tahun

Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Tedbadékm Kabupaten
Pidie;serta Penghapusan Barang Millik Pemerintateréla Kabupaten
Pidie;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan datatu Qanun.

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tente@ambentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan DaeRxdopinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indortakian 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN&692);

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketertetantuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negamblkepdonesia
tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Rkepadonesia
Nomor 2824);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokip&lapegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 NdBp Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) gabeana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1998 l{hean Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahamtdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penygédeagn

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lemb&tagara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembasgafd Republik
Indonesia Nomor 3893);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang OtonomisHs bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Idevg Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik IndonesiantaBQ1 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@4 )

6. Undang-undang .............



10.

11.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamt&eraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ist@oriahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamé&smor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantdDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 NMdr26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamamguangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahb@élren Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 iah®@68 tentang
Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il PNdieor 8 Tahun 1987
tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemti@nh&enyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dadfabupaten Daerah
Tingkat Il Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Daeraigkat Il Pidie

Tahun 1988 Nomor 3);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentaegefflban

Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie. (LembaBaerah

Kabupaten Pidie Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan LeanbB®aerah
Kabupaten Pidie Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

Menetapkan :

dan
BUPATI PIDIE.

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAH AN QANUN
KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN
PIDIE.

Pasal |

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentaremerban
Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie yany wilandangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2003 Tanfgaktober Tahun
2003 M bertepatan dengan tanggal 24 Ra’jab 142kbbfl sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan #ésabunyi sebagai
berikut :

“Pasal 4 “

(1) Terhadap pemilik/pemelihara ternak yang menyalabterituan
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), (2) agat (3)
ternaknya akan ditangkap oleh Team Penertibanwdalb&oordinasi
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakabal@an Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pidie dengan membuat Bégtra
Penangkapan;

(2) Ternak-ternak ..........



